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B E R B A S I S K I N E R J A

Tujuan/Sasaran Program/KegiatanUkuran/Indikator Target

Menetapkan  

Tujuan/Sasaran Prioritas  

yang Jelas  

(Outcomes/Hasil)

Mengaitkan Tujuan  

dengan Program dan  

Kegiatan

(Program follow Result)

Menetapkan TargetMengukur Pencapaian  

Tujuan/sasaran  

(performance indicators)

Good  
Governance

Pemerintah yang  
berorientasi hasil



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SISTEM AKIP)

RPJM

Rencana
Strategis

Rencana Kinerja
Tahunan

Laporan
Pertanggung

jawaban
Keuangan

Rencana Kerja &
Anggaran (RKA)

LKIP

Perjanjian Kinerja 
(Performance

Contract/Agreement)

Kinerja
Aktual



EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Dilakukan evaluasi tiap tahun

untuk mengukur perkembangan

efektivitas implementasi SAKIP di 

instansi pemerintah (pusat & 

daerah)

Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran

pada Instansi Pemerintah



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH 

EFISIENSI BIROKRASI

Money Follow

Program

Alokasi anggaran harus 
digunakan untuk program 
pembangunan yang 
bermanfaat bagi 
masyarakat, misalnya 
infrastruktur, pengentasan 
kemiskinan, pendidikan, dan 
kesehatan. (pemerintahan 
berorientasi hasil)

e-Government

Dalam sistem pemerintahan 
elektronik, rakyat bisa mengakses 

dokumen-dokumen pemerintah dan 
semua hal dapat dilihat secara 

transparan, termasuk soal anggaran 
publik.

Stop 

Pemborosan 

Anggaran

Seberapapun anggaran yang 
diberikan kepada  
K/L/Pemda pasti habis, 
tetapi tujuan (hasil) tidak 
tercapai.

Fokus 

Kinerja, 

bukan SPJ

ASN jangan terlalu 
banyak menghabiskan 

waktu dan tenaga 
hanya untuk mengurusi 

SPJ.

Menghemat jumlah

anggaran yang dibelanjakan

dari kegiatan-kegiatan yang 

tidak penting.

Anggaran digunakan hanya

untuk membiayai

program/kegiatan prioritas

yang mendukung

pencapaian tujuan

pembangunan.

Anggaran yang digunakan

menghasilkan manfaat

besar untuk masyarakat.

EFISIENSI



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI 

BIROKRASI
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (14/09/2017)

“Saya cek satu per satu banyak

sekali INEFISIENSI itu. Setiap

kegiatan yang dilakukan dilihat satu

per satu, TIDAK JELAS HASIL YANG

AKAN DICAPAI. Ini kegiatan apa sih?

Hasilnya yang akan dicapai tidak

jelas. TUJUAN DAN SASARAN TIDAK

BERORIENTASI PADA HASIL,"

“Hati-hati dengan ini, percuma 

kita buat program, kegiatan, 

tapi hasilnya tidak kelihatan. 

Banyak sekali yang UKURAN 

KINERJANYA TIDAK JELAS. 

Kemudian juga banyak TIDAK 

ADA KETERKAITAN PROGRAM 

DENGAN SASARAN 

PEMBANGUNAN, lepas sendiri-

sendiri. RINCIAN KEGIATAN 

TIDAK SESUAI DENGAN 

MAKSUD KEGIATAN”

"Orientasi jangan prosedur, tapi

hasil, hasilpun harus yang

berkualitas“

“WTP bukan tujuan, tujuan

akhirnya bagaimana sebuah

program memberikan hasil”



HASIL EVALUASI SAKIP 2015-2016

Skala nilai
Kementerian

/ Lembaga
Pemerintah

Provinsi
Kabupaten / 

Kota

Kategori Range
Nilai

2015 2016 2015 2016 2015 2016

AA 90-100 0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 2 3 1 2

BB 70-80 21 27 7 7 7 10

B 60-70 36 37 8 12 31 57

CC 50-60 16 11 13 10 174 199

C 30-50 0 3 3 2 239 193

D 0-30 0 0 1 0 14 14

INSTANSI 
PEMERINTAH 

DENGAN NILAI 
AKUNTABILITAS 

KINERJA DI 
BAWAH 70 

(50K/L, 24 PROV,  
456 KAB/KOTA) 

BERPOTENSI 
TERJADI 

INEFISIENSI
> 30% DARI 

APBN/APBD di 
luar Belanja

Pegawai

± 392,87 T

Semakin
tinggi nilai

akuntabilitas
kinerja,
semakin

tinggi tingkat
efisiensi

penggunaan
anggaran

Efisien

Inefisien

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai 
(tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)

2. Ukuran kinerja tidak jelas

3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan 
Sasaran

4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

INEFISIENSI TERJADI KARENA :



Money Follow  

Program

Alokasi anggaran harus  

digunakan untuk program  

pembangunan yang  

bermanfaat bagi  

masyarakat, (pemerintahan  

berorientasi hasil)

Stop Pemborosan Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada  

K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil)  

tidak tercapai

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

(Efektivitas dan Efisiensi Anggaran)

± 392,87 T

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai  

(tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)

2. Ukuran kinerja tidak jelas

3. Tidak ada keterkaitan antara  

Program/Kegiatan denganSasaran

4. Rincian kegiatan tidak sesuaidengan

maksud kegiatan

INEFISIENSI TERJADI KARENA:

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 2016DIINDIKASIKAN

TERDAPAT POTENSI INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN > 30%  

APBN/APBN (DILUAR BELANJA PEGAWAI) ATAS INSTANSI  

PEMERINTAH YANG TIDAKAKUNTABEL

(NILAI DIBAWAH 60(PREDIKAT CC))

Hasi l a s i s t ens i dan b imbingan te kn is
se lama tahun 2017, d ipe rk i ra kan te lah

mengak iba tkan e f is iens i / penghematan  

anggaran m in ima l sebesar Rp . 41.15

Tr i l iun Rup iah pada 5 Kemen te r ia n
/Lembaga , 7 Peme r in tah P rov in s i dan 113  

Peme r in tah Kabupa ten /Ko ta

± 41,15 T
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KATEGORI

Kategori RangeNilai

AA 90-100

A 80-90

BB 70-80

B 60-70

CC 50-60

C 30-50

D 0-30

EFISIEN

BOROS

KATEGORI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota

Kategori
Rang
e  
Nilai

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

AA 90-100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

A 80-90 4 4 6 5 2 3 4 4 1 2 2 9

BB 70-80 21 27 26 31 7 7 6 6 7 10 30 40

B 60-70 36 37 40 42 8 12 19 18 31 57 139 185

CC 50-60 16 11 7 3 13 10 5 5 172 199 174 162

C 30-50 0 3 3 2 3 2 0 0 239 193 135 97

D 0-30 0 0 0 0 1 0 0 0 14 14 3 5

EFISIENSI BIROKRASI MELALUISAKIP

Efisiens

20i18

Nilai ± 35 T
Dari 25 Provinsi

± 30,1 T
Dari 217 Kab/Kota

± 65,1 T
TOTAL

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

• Mempertanggungjawab

kan hasil  atas 

penggunaan anggaran;

• Menetapkan ukuran 

dan target  kinerja 

yang jelas;

• Menghemat anggaran 

melalui  kegiatan yang 

berdampak  langsung 

bagi pencapaian sasaran  

pembangunan.

Menggambarkan kemampuan

instansi dalam:

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

2. Re-focusing (pengurangan) Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;

3. Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi)antar-instansi.

EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:



PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL
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Sasaran Pembangunan
Nasional/Daerah

Sasaran
Strategis
/Result

Sasaran
Strategis
/Result

Sasaran
Strategis
/Result

G
O

A
L
S

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

AnggaranA
C
T
IV

IT
Y

Tidak ada
Keterkaitan antara
Program/Kegiatan
dengan Sasaran 

Tujuan/sasaran
Tidak orientasi hasil

Ukuran kinerja
tidak jelas

1

2

3

Tidak jelas hasil
yang akan dicapai

Tidak efektif
dan efisien

Rincian kegiatan
tidak sesuai 
dengan maksud
kegiatan

4

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50 K/L, 24 PROV.,  456 KAB./KOTA)
BERPOTENSI MENGALAMI INEFISIENSI.

> 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai.

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD



Beberapa

Permasalahan

Umum

Lack of ownership

Perencanaan Kinerja belum terintegrasi

Tidak mampu menjabarkan kinerja

Kualitas evaluasi program fokus pada
output dan penyerapan anggaran

Budaya kinerja belum optimal
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KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

•Setiap instansi harus memiliki rencana
kinerja yang baik, tepat, dan jelas
sasaran dan tujuannya dengan
indikator yang tepat baik di level 
outcome, output maupun input.

PENGUKURAN KINERJA

•Setiap instansi melakukan pengukuran
kinerja secara berkala dengan metode
yang tepat dengan membandingkan
antara target dengan capaiannya. 

PELAPORAN KINERJA

•Setiap instansi melaporkan kinerjanya
secara berjenjang dari unit terbawah
hingga tertinggi.

EVALUASI KINERJA

•Setiap instansi melakukan evaluasi
capaian kinerjanya untuk
mengidentifikasi keberhasilan, 
kegagalan, hambatan, dan tantangan
yang dihadapi pada setiap level mulai
terbawah hingga tertinggi

CAPAIAN KINERJA

•Capaian kinerja yang dihasilkan oleh
instansi pemerintah pada kurun waktu
satu tahun.

13
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PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

14

Perencanaan

Kinerja

Pengukuran

Kinerja

Pelaporan

Kinerja

Evaluasi

FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN

6 % 15 % 9 %

5 % 12,5 % 7,5 %

3% 7,5% 4,5%

2% 5% 3%

Sistem AKIP TOTAL

30%

25%

15%

10%

80%

CAPAIAN 

KINERJA

OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTALKinerja

5% 5% 10% 20%

©oaching



Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

No
ASPEK  YANG 

DIEVALUASI
BOBOT

Nilai 

Tahun

2015

Nilai 

Tahun

2016

Nilai 

Tahun

2017

Nilai 

Tahun

2018

1 Perencanaan 30 17,40 22,43 21,65 22,43

2 Pengukuran Kinerja 25 16,42 15,52 16,82 17,24

3 Pelaporan Kinerja 15 10,43 8,78 9,81 10,17

4 Evaluasi Kinerja 10 4,57 4,49 4,16 6,23

5 Capaian Kinerja 20 11,53 10,35 11,06 11,16

Total 100% 60,35 61,58 61,58 67,21

Kategori B B B B
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No Kategori Rentang Nilai Interpretasi

1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan

2 A > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan 

sangat akuntabel

3 BB > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem 

manajemen kinerja yang andal.

4 B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem 

yang dapat digunakan untuk manajemen  kinerja, dan 

perlu sedikit perbaikan.

5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, 

taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan 

untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung 

jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6 C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, 

memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu 

banyak perbaikan minor dan perbaikan  yang mendasar.

7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat 

diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu 

banyak perbaikan, sebagian perubahan  yang sangat 

mendasar.



PERBAIKAN YANG PERLU 
DILAKUKAN 



STARTING WITH WHY

WHY

HOW

WHAT

why our organization exists?
purpose

How to achieve the 
purpose ?

Strategy/method

what we offer?
Output/Product/service



AREA PERBAIKAN

Sasaran Pembangunan
Nasional/Daerah

Sasaran
Strategis
/Result

Sasaran
Strategis
/Result

Sasaran
Strategis
/Result

G
O

A
LS

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

AnggaranA
C

TI
V

IT
Y

Jelas relevansi / kaitan
Antara Program/Kegiatan
dengan Sasaran / kinerja

Tujuan/sasaran
orientasi hasil

Ukuran kinerja
jelas

1

2

3

Kejelasan kinerja 
yang akan dicapai

Program / Kegiatan 
efektif dan efisien

Rincian kegiatan
harus sesuai dengan maksud 
kegiatan

4

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD



POHON KINERJA

OUT

-PUT

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

®onn 2016

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

INTERMED 

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

INTERMED 

OUTCOME

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUTCOME OUTCOME

©oaching

PEMDA

SKPD

BIDANG

SUB BIDANG



Hal-Hal Mendesak Yang Perlu Dilakukan

 Political Will Pimpinan Tertinggi Daerah;

 Perubahan mindset seluruh level pimpinan Pemda, bahwa: Nilai

Evaluasi SAKIP merupakan tanggung jawab seluruh unsur 

pemerintah daerah, bukan tanggung jawab unit yang 

menyusun LKIP saja;

 SAKIP OPD menggambarkan kinerja OPD secara 

keseluruhan, bukan hanya menjadi tugas bagian 

perencanaan/pelaporan;

 Ego sektoral masing2 OPD semestinya bisa dikurangi.



Langkah – langkah perbaikan

 Memastikan Kepala OPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta 
mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian 
kinerja;

 Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD;

 Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan 
manajemen kinerja;

 Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung 
dengan pencapaian kinerja;

 Kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, 
atas capaian kinerja OPD;

 Pemberian penghargaan terhadap OPD berkinerja dan hukuman terhadap 
OPD tidak berkinerja.



PENYEMPURNAAN SAKIP PROV/KAB/KOTA

23

SEBELUM

©oaching

SESUDAH

Kategori

B/BB/A

PROSES COACHING CLINIC

Kategori

D/C/CC/B

1. Komitmen pimpinan tertinggi yang

kuat & terlibat langsung dalam 

perbaikan SAKIP;

2. Menggerakkan seluruh Kepala OPD 

dalam proses perbaikan SAKIP;

3. Menggunakan “tangan besi” (apabila 

diperlukan) terhadap Kepala OPD

(pihak lain) yang tidak mendukung 

proses perbaikan implementasi SAKIP;

4. Peran sentral Bapeda, Inspektorat

dan Biro/Bagian Organisasi;

5. Adanya pejabat/pegawai yang dapat

memotivasi proses perbaikan SAKIP;

6. Monev capaian kinerja OPD oleh

Kepala Daerah secara berkala;

7. Menumbuhkan budaya kinerja di 

lingkungan Prov/Kab/Kota.



Reviu:
1. LKIP Kab/kota
2. LKIP OPD
3. Sistem Monitoring

1. Kualitas LKIP 
Kab/Kota sudah baik;

2. Kualitas LKIP 12 OPD 
sudah baik;

3. Sistem monitoring 
kinerja sudah 
berjalan;

4. APIP telah melakukan 
evaluasi SAKIP OPD.

1. Perjanjian Kinerja telah 
memuat IKU hasil revisi 
dan telah selaras dengan 
RPJMD/Renstra;

2. Perjanjian Kinerja sampai 
eselon IV;

3. Rencana aksi telah sesuai 
Perjanjian Kinerja;

4. Kualitas Perjanjian Kinerja 
dan Rencana Aksi 12 OPD 
sudah baik

Reviu:
1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Aksi
3. Cascading Kinerja

1. RPJMD telah memuat 
IKU hasil revisi;

2. Renstra telah memuat 
IKU hasil revisi;

3. Kualitas RPJMD dan 
Renstra 12 OPD sudah 
baik

REVIU RPJMD & 
RENSTRA OPD

REVIU IKU 
KAB/KOTA & OPD

Setelah seluruh 
Rekomendasi telah 
ditindaklanjuti, 
maka diharapkan:
IKU Kab/Kota dan 
12 OPD sudah baik

1 2
3

SKENARIO COACHING CLINIC

4
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